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Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh  LAMPIRAN IKK I.2

Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

CATATAN 

Elemen Data
Capaian 

Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

1
KEBIJAKAN TEKNIS 

PENYELENGGARA
1

Program yang berkaitan dengan 

Penyelenggaraan Urusan (Diluar 

Program Non Teknis)

Jumlah Program yang berkaitan dengan 

Penyelenggaraan Urusan 

Program yang berkaitan dengan 

Penyelenggaraan Urusan 
.program 10 10

2
Keberadaan Standard Operating 

Procedure (SOP)
Ada / tidak SOP Jumlah SOP 5 buah 5 5

 SOP #1  Jenis SOP Penyusunan DPA

 SOP #2  Jenis SOP Penyusunan LAKIP

 SOP #3  Jenis SOP Surat Masuk

 SOP #4  Jenis SOP SPP LS B/J

 SOP #5  Jenis SOP SPM-LS

2
KETAATAN THD 

PERATURAN / UU
3

Peraturan yang berkaitan dengan 

Penyelenggaran Urusan

Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada)

yang berkaitan dengan Penyelenggaraan

Urusan

Peraturan (Perda/Perkada) yang

berkaitan dengan Penyelenggaraan

Urusan

Ada/tidak Ada ada

3
PENATAAN 

KELEMBAGAAN 
4

struktur jabatan dan eselonering 

yang terisi

Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) 

dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
Jumlah jabatan yang ada Jabatan 21 100.00

Jumlah jabatan yang harus ada Jabatan 21

5

Keberadaan jabatan fungsional 

dalam struktur organisasi 

Perangkat Daerah

Ada atau tidak ada jabatan fungsional 

dalam struktur organisasi Perangkat 

Daerah

Jumlah Jabatan Fungsional dalam

struktur organisasi Perangkat Daerah
Jabatan 0 tidak

1. Jabatan Fungsional #1 Jab Fungsional                                - 

2. Jabatan Fungsional #2 Jab Fungsional                                - 

3. Jabatan Fungsional #3 Jab Fungsional                                - 

4. Jabatan Fungsional #4 Jab Fungsional                                - 

4
PENGELOLAAN 

KEPEGAWAIAN 
6 Rasio PNS Provinsi

Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap 

Total PNS Provinsi
Jumlah PNS Perangkat Daerah orang 78 tdi

Jumlah PNS Provinsi orang

7

Pejabat yang telah Mengikuti 

Pendidikan pelatihan 

kepemimpinan

Jumlah pejabat yang telah Mengikuti 

Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi 

jumlah total pejabat Perangkat Daerah 

yang ada x 100%

Pejabat yang telah mengikuti diklatpim

sesuai penjenjangan
orang 15 71.43

Jumlah pejabat Perangkat Daerah

yang ada
orang 21

8
Pejabat yang telah Memenuhi 

Persyaratan Kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi 

persyaratan kepangkatan dibagi jumlah 

total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 

100%

Jumlah pejabat yang memenuhi

persyaratan kepangkatan
orang 19 90.48

Jumlah pejabat Perangkat Daerah

yang ada
orang 21

Satuan elemen data

URUSAN 1

No ASPEK No IKK IKK RUMUS/PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2020)



5
PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN 
9

Ada atau tidaknya dokumen 

perencanaan pembangunan di 

Perangkat Daerah 

ada atau tidak ada dokumen perencanaan

Perangkat Daerah berikut jumlahnya

Jumlah dokumen perencanaan yang

ada
dokumen 3 3

-RENSTRA-Perangkat Daerah -RENSTRA-Perangkat Daerah ada/tidak ada

-RENJA-Perangkat Daerah -RENJA-Perangkat Daerah ada/tidak ada

-RKA-Perangkat Daerah -RKA-Perangkat Daerah ada/tidak ada

10

Jumlah Program RKPD yang  

diakomodir dalam RENJA 

Perangkat Daerah 

Jumlah program RKPD yang diakomodir

dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi

jumlah program dalam RENJA Perangkat

Daerah  x 100%

Jumlah program RKPD yang

diakomodir dalam Renja Perangkat

Daerah

program 10 100.00

Jumlah program RENJA Perangkat

Daerah 
program 10

11

Jumlah Program RENJA 

Perangkat Daerah yang 

diakomodir dalam RKA Perangkat 

Daerah

Jumlah program RENJA RKPD yang

diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah

dibagi jumlah program dalam RKA

Perangkat Daerah x 100%

Jumlah program RENJA Perangkat

Daerah yang diakomodir dalam RKA

Perangkat Daerah

program 10 100.00

Jumlah Program dalam RKA

Perangkat Daerah
program 10

12

Jumlah Program RKA Perangkat 

Daerah yang diakomodir dalam 

DPA Perangkat Daerah

Jumlah program RKA Perangkat Daerah

yang diakomodir dalam DPA Perangkat

Daerah dibagi jumlah program dalam DPA

Perangkat Daerah x 100%

Jumlah program RKA Perangkat

Daerah yang diakomodir dalam DPA

Perangkat Daerah

program 10 100.00

Jumlah program dalam DPA Perangkat

Daerah
program 10

6 LAPORAN KEUANGAN OPD 13
Anggaran Perangkat Daerah 

terhadap total belanja APBD

Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi 

total APBD x 100%
Total anggaran Perangkat Daerah Rp     36,614,367,464.00 tdi

Total belanja APBD ( anggaran) Rp 

14

Realisasi Belanja Perangkat 

Daerahterhadap total Realisasi 

Belanja APBD

Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi 

total Realisasi  Belanja APBD x100%

Realisasi Belanja Perangkat Daerah 

(Realisasi)
Rp     30,808,963,530.00 tdi

Total Realisasi Belanja 

APBD(Realisasi)
Rp 

15
Total Belanja Langsung dari total 

belanja Perangkat Daerah

Total Belanja Langsung dari total belanja 

Perangkat Daerah  x 100%

Realisasi Belanja Langsung Perangkat 

Daerah (Realisasi)
Rp     21,673,882,910.00 70.35

Total Realisasi Belanja perangkat 

Daerah (Realisasi)
Rp     30,808,963,530.00 

16

Total Belanja Tidak Langsung 

dari total belanja Perangkat 

Daerah

Total Belanja Tidak Langsung dibagi total 

belanja Perangkat Daerah x 100%

Realisasi Belanja Tidak Langsung 

Perangkat Daerah
Rp       9,135,080,620.00 29.65

Total Belanja Perangkat Daerah 

(Realisasi)
Rp     30,808,963,530.00 

17

Keberadaan laporan keuangan 

Perangkat Daerah (Neraca, 

LRA,Calk)

ada atau tidak ada laporan keuangan

Perangkat Daerah berikut komponen yang

ada (Neraca, LRA dan CALK)

Jumlah komponen laporan keuangan komponen 3 3

- Neraca - Neraca ada/tidak ada

- LRA - LRA ada/tidak ada

 - CALk - CALk ada/tidak ada



7
PENGELOLAAN BARANG 

MILIK 
18

Adanya inventarisasi barang / 

asset Perangkat Daerah 

ada atau tidak ada inventarisasi barang /

asset Perangkat Daerah

ada/tidak ada laporan inventarisasi

barang/asset Perangkat Daerah 5

tahun terakhir

ada/tidak ada ada

19
Jumlah asset yang tidak 

digunakan oleh Perangkat Daerah 

Jumlah asset yang tidak digunakan

Perangkat Daerah dibagi total asset yang

dikuasai Perangkat Daerah x 100%

Jumlah asset yang tidak digunakan 

Perangkat Daerah
Rp     29,841,892,800.00 45.78

Total Asset yang dikuasai Perangkat 

Daerah
Rp     65,183,414,810.00 

8

PEMBERIAN FASILITASI 

TERHADAP PARTISIPASI 

MASYARAKAT

20
Jumlah fasilitas / prasarana 

informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah fasilitas/prasarana informasi buah 5 5

1. Papan Pengumuman 1.      Papan Pengumuman ada/tidak ada

2.  Pos Pengaduan 2.      Pos Pengaduan ada/tidak ada

3.  Leaflet 3.      Leaflet ada/tidak ada

4.  Mobil keliling 4.      Mobil keliling ada/tidak ada

5.  Pengumuman di media massa 5.      Pengumuman di media massa ada/tidak ada

21
Keberadaan Survey Kepuasan 

Masyarakat

ada atau tidak adanya hasil survey

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik

ada/tidak surat ketetapan hasil 

survey kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik

ada/tidak tidak tidak

BANDA ACEH, 5 FEBRUARI 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG 

ACEH

AZHARI, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19630325 198903 1 003



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH 

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

 

I.         Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

1)  IKK Outcome : Persentase pengentasan desa tertinggal 

-     Penjelasan IKK Outcome 

Konsep/Definisi : Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal Capaian 

Rumus : Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks Desa 

Membangun per tahun 

2.304 

  Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n) 2.404 

Keterangan   Yang  dimaksud  dengan  Indeks  Desa Membangun  adalah  indeks  komposit  yang dibentuk  dari  

indeks  ketahanan  sosial,  indeks  ketahanan  ekonomi  dan  indeks ketahanan ekologi desa 

   5 (lima) klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun : 

• Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan 

pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, 

kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan 

ekologi secara berkelanjutan. 

• Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, 

ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 

• Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki 

potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi 

kemiskinan. 

• Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, 

ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam 

berbagai bentuknya. 

• Desa  Sangat  Tertinggal  atau  Desa  Pratama  adalah  desa  yang  mengalami kerentanan karena 

masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola 

potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai 

bentuknya. 

 Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 

 

 



 

- Penjelasan IKK Output 

 

 

 

IKK Outcome  IKK Output Rumus Capaian Keterangan 

Persentase 

pengentasan desa 

tertinggal 

1) Jumlah desa yang terfasilitasi 

dalam kerja sama antar desa 

Sudah cukup jelas 12 Desa Dibuktikan dengan 

dokumen pendukung 

terkait 

 2) Jumlah desa yang melakukan 

kerja sama antar desa tahun 

berjalan dikurangi jumlah desa 

yang melakukan kerja sama 

antar desa tahun sebelumnya 

Sudah cukup jelas 10 Desa Dibuktikan dengan 

dokumen pendukung 

terkait 

 3) Jumlah lembaga 

kemasyarakatan dan lembaga 

adat di desa yang terfasilitasi 

dalam peningkatan kapasitas 

dan diberdayakan 

Sudah cukup jelas 15.538 Lembaga Dibuktikan dengan 

dokumen pendukung 

terkait 

 4) Jumlah peningkatan desa yang 

lembaga kemasyarakatan dan 

lembaga adatnya melaksanakan 

kegiatan ekonomi produktif 

dan pemberdayaan 

- - - 



2)  IKK Outcome : Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 

-     Penjelasan IKK Outcome 

Konsep/Definisi : Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri Capaian 

Rumus : Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun 

per tahun 

3.658 

  Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n) 3.458 

Keterangan : ▪ Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks 

ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa 

▪ 5 (lima) klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun : 

• Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan 

pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, 

kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi 

secara berkelanjutan. 

• Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi 

dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, 

kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 

• Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi 

sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi 

kemiskinan. 

• Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, 

ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai 

bentuknya. 

• Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah 

bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi 

sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

▪ Desa dengan status Desa Maju pada awal tahun pelaporan juga dapat dimasukkan ke dalam perhitungan 

▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 

 

 



-     Penjelasan IKK Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda Aceh, 5 Februari 2021 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong 

Aceh 

 

 

Azhari, SE, M.Si 

Pembina Utama Madya 

Nip. 19630325 198903 1003 

IKK Outcome  IKK Output Rumus Capaian Keterangan 

Persentase 

peningkatan 

status desa 

mandiri 

1) Jumlah desa yang terfasilitasi 

dalam kerja sama antar desa 

Sudah cukup jelas 12 Desa Dibuktikan dengan 

dokumen pendukung 

terkait 

 2) Jumlah desa yang melakukan 

kerja sama antar desa tahun 

berjalan dikurangi jumlah 

desa yang melakukan kerja 

sama antar desa tahun 

sebelumnya 

Sudah cukup jelas 10 Desa Dibuktikan dengan 

dokumen pendukung 

terkait 

 3) Jumlah lembaga 

kemasyarakatan dan lembaga 

adat di desa yang terfasilitasi 

dalam peningkatan kapasitas 

dan diberdayakan 

Sudah cukup jelas 15.538 Lembaga Dibuktikan dengan 

dokumen pendukung 

terkait 

 4) Jumlah peningkatan desa 

yang lembaga 

kemasyarakatan dan lembaga 

adatnya melaksanakan 

kegiatan ekonomi produktif 

dan pemberdayaan 

- - - 
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